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PENGANTAR
Kepala Pusdatin Kesos

Puji dan syukur kami ucapkan 
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 
segala rahmat-Nya Pusat Data dan 
Informasi Kesejahteraan Sosial 
(Pusdatin Kesos) dapat menyele-
saikan Laporan Kinerja Tahun 2022. 

Laporan Kinerja Pusdatin Kesos 
Tahun 2022 disusun dengan berpe-
doman pada Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
Dan Reformasi Birokrasi Republik 
Indonesia No 53 Tahun 2014 Ten-
tang Petunjuk Teknis Perjanjian 
Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata 
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 
Instansi Pemerintah. Laporan ini 
sebagai bentuk akuntabilitas dari 
pelaksanaan tugas dan fungsi yang 
dipercayakan kepada Pusdatin 
Kesos atas penugasan serta peng-
gunaan anggaran tahun 2022.

Pada tahun 2022 terdapat perubah-
an struktur organisasi Kementerian 
Sosial yang ditindaklanjuti oleh 
Pusdatin Kesos dengan melakukan 
berbagai strategi manajemen dan 
pelaksanaan kegiatan yang diharap-
kan dapat tergambar secara mema-
dai dalam laporan ini. Laporan ini 
memuat tujuan, sasaran strategis, 
target, capaian serta informasi pen-
dukung lainnya terkait kinerja dan 
pelayanan di lingkungan Pusdatin 
Kesos. 

Kami mengucapkan terima kasih 
atas dukungan semua pihak dan tim 
penyusun Laporan Kinerja Tahun 

2022. Harapan kami semoga laporan 
ini dapat menjadi resume informasi 
bagi publik dan Kementerian/Lemba-
ga mitra Pusdatin Kesos serta berman-
faat bagi Pusdatin Kesos dalam pen-
ingkatan kinerja di masa yang akan 
datang.

Jakarta,    Januari 2023

Kepala Pusdatin Kesos 

Agus Zainal Ari�n

Kepala Pusdatin Kesos

Agus Zainal Ari�n
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petugas melakukan veri�kasi data 
menggunakan aplikasi SIKS 

Mobile sebagai bentuk respon 
kasus 



Petugas Command Center 
melakukan layanan data kepada 

masyarakat



Ringkasan
Eksekutif

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya Kualitas dan Layanan DTKS

Persentase (%) Ketepatan 
Sasaran DTKS

1.

TARGET

98,00

99,37
REALISASI

Persentase (%) DTKS yang memiliki 
integritas data

TARGET

97,00

98,97
REALISASI

Persentase (%) Daerah yang  
memanfaatkan DTKS

TARGET

63,00

80,29
REALISASI

%

%

%

%

%

%
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Jumlah Kementerian/Lembaga
yang memanfaatkan DTKS

(Kementerian/Lembaga)

%

%

(Kementerian/Lembaga)

TARGET

5

6
REALISASI

Persentase (%) Kabupaten/Kota
yang aktif melakukan pemutak-
hiran DTKS.

TARGET

63,00

90,27
REALISASI
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Terwujudnya Tata Kelola yang baik pada
Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan
Sosial. 

Nilai SAKIP Pusat Data dan 
Informasi Kesejahteraan 
Sosial.

2.

TARGET

A

A
REALISASI

Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data
dan Informasi Kesejahteraan
Sosial. 

TARGET

86,02

87,69
REALISASI

(Nilai)

(Nilai)

(Nilai)

(Nilai)

(Capaian Tahun 2021)
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Pendampingan bagi Dinas Sosial 
Kabupaten/Kota dan Bimbingan 

Teknis Aplikasi SIKS-NG  
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Bab 1
Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Tugas dan Fungsi

Kementerian Sosial memiliki peran yang 
sangat penting dalam usaha peningkatan taraf 
kesejahteraan masyarakat terutama fakir 
miskin, kelompok rentan, dan orang tidak 
mampu agar meningkat kualitas hidupnya 
dan terbebas dari kemiskinan. Untuk menca
pai tujuan tersebut, Kementerian Sosial 
melakukan berbagai strategi dan terobosan 
melalui program/kegiatan yang terintegrasi 
dengan pelayanan sosial, pendidikan, keseha-
tan, ketenagakerjaan, serta kewirausahaan 
sehingga pengentasan kemiskinan yang 
dilakukan syarat dengan pemberdayaan 
dalam rangka mendukung pertumbuhan 
ekonomi dan pembangunan. Program/kegia-
tan yang dilaksanakan Kementerian Sosial 
diantaranya Bantuan Sosial Program Keluarga 
Harapan (PKH) yang akan diintegrasikan 
dengan Program Indonesia Pintar (PIP), 
Program Sembako, Bantuan Rumah Sejahtera 
Terpadu (RST), Asistensi Rehabilitasi Sosial 
(ATENSI), perlindungan sosial korban bencana, 
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 
Nasional (PBI JKN), Subsidi energi, jaring 
pengaman sosial COVID-19, pemberdayaan 
warga Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan 
program kewirausahaan sosial. Dalam pelaksa-
naan kegiatan-kegiatan tersebut digunakan 
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 
yang secara periodik dan terus menerus 
dilakukan veri�kasi dan validasi oleh berbagai 
pihak dengan mengacu pada Undang-undang 
No 13 tahun 2009 tentang Penanganan Fakir 
Miskin.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (Per-
mensos) nomor 1 tahun 2022 tentang Organi-
sasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, Pusat 
Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial 
(Pusdatin Kesos) mendapatkan tugas melak-
sanakan pengelolaan serta diseminasi data 
dan informasi kesejahteraan sosial, pengelo-
laan, dan pengembangan sistem dan teknolo-

gi informasi. Terdapat berbagai langkah 
Pusdatin Kesos dalam menyikapi isu strate-
gis, perubahan kebijakan dan tantangan 
dalam pelaksanaan tugas tersebut yang 
disampaikan secara sistematis melalui Lapo-
ran Kinerja (Lkj) ini disertai penjelasan, gra�k 
dan data yang diharapkan dapat tergambar 
secara memadai.

Berpedoman pada Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Refor-
masi Birokrasi Republik Indonesia No 53 
Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanji-
an Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara 
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerin-
tah, Laporan Kinerja (Lkj) ini disusun sebagai 
pelaporan kepada Menteri Sosial melalui 
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial terkait 
informasi kinerja yang telah dan seharusnya 
dicapai oleh Pusdatin Kesos pada tahun 
2022. Lkj juga sebagai bentuk akuntabilitas 
dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang 
dipercayakan kepada Pusdatin Kesos atas 
penggunaan anggaran tahun 2022. Selain itu 
Lkj juga menjadi resume informasi bagi 
stakeholders dan Kementerian/Lembaga 
mitra Pusdatin Kesos, serta menjadi salah 
satu bentuk pertanggungjawaban kepada 
publik. 

Tugas dan fungsi Pusdatin Kesos berdasarkan 
Peraturan Menteri Sosial (Permensos) nomor 
1 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Sosial disajikan pada tabel 
sebagai berikut: 
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1.3. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial 
(Permensos) nomor 1 tahun 2022 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, 
Pusdatin Kesos berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Menteri Sosial 
melalui Sekretaris Jenderal. Struktur organi-
sasi Pusdatin Kesos disajikan pada Gambar 
1.1.

Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Pusdatin Kesos

TUGAS FUNGSI

1

2

3

4

5

Melaksanakan pengelo-
laan serta diseminasi data 
dan informasi kesejahter-
aan sosial, pengelolaan 
dan pengembangan 
sistem dan teknologi 
informasi

Penyusunan kebijakan teknis dukun-
gan substantif pengelolaan dan 
diseminasi data serta pengelolaan 
sistem dan teknologi.

Pelaksanaan tugas dukungan substan-
tif pengelolaan dan diseminasi data 
serta pengelolaan sistem dan teknolo-
gi informasi.

Pelaksanaan veri�kasi dan validasi 
data program potensi dan sumber 
kesejahteraan sosial dan pemerlu 
pelayanan kesejahteraan sosial. 

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan. 

Pelaksanaan urusan ketatausahaan 
pusat.

Dalam menjalankan tugas fungsi terutama terkait dengan pengelolaan DTKS, Pusdatin Kesos 
berpedoman pada peraturan perundangan antara lain:

Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 
tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-undang nomor 13 tahun 2011 
tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Sosial nomor 3 tahun 
2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu 
Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial nomor 1 Tahun 
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Sosial.

Keputusan Menteri Sosial nomor 
150/HUK/2022 tentang Tata Cara Proses 
Usulan Data serta Veri�kasi dan Validasi.

Serta peraturan perundangan lainnya 
yang mendukung pelaksanaan tugas dan 
fungsi Pusdatin Kesos baik terkait 
program perlindungan sosial maupun 
dukungan manajemen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

a.

b.

Struktur organisasi Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial terdiri atas: 

Bagian Tata Usaha; 

Kepala Bagian Tata Usaha Pusdatin Kesos mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan 
koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan kinerja, administrasi kepega-
waian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, persuratan, 
kearsipan, serta kerumahtanggaan Pusat.

Kelompok Jabatan Fungsional. 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis fungsional 
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang 
keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu 
dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. 
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1.4. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) nomor 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Sosial, Pusdatin Kesos berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Menteri Sosial melalui Sekretaris Jenderal. Struktur organisasi Pusdatin Kesos disajikan pada 
Gambar 1.1.

Sesuai dengan e�siensi struktur organisasi yang dilakukan Kementerian Sosial, saat ini hanya 
terdapat 2 pejabat struktural di Pusdatin Kesos yaitu Kepala Pusat dan Kepala Bagian Tata Usaha 
dan didukung oleh pejabat fungsional baik dalam Jabatan Fungsional Tertetntu (JFT) dan Jabatan 
Fungsional Umum (JFU). Adapun pro�l sumber daya manusia berdasarkan kelompok jabatan dan 
pendidikan terakhir disajikan pada Gambar 1.3 berikut:

Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Pusdatin Kesos

Gambar 1.3 Pro�l Jabatan dan Pendidikan Pegawai

5



Pegawai pada Pusdatin Kesos sebagian besar adalah kelompok usia muda dan kondis ini mengun-
tungkan dan sesuai dengan proses bisnis Pusdatin Kesos yang membutuhkan kompetensi di 
bidang teknologi informasi yang lebih banyak dikuasai kaum muda. Rincian kelompok usia pega-
wai dan golongan PNS Pusdatin Kesos disajikan dalam gambar berikut:

Terdapat 66 orang tenaga pendukung Pusdatin Kesos yaitu Tenaga Pendukung dan tenaga admin-
istrasi di bidang pengelolaan sistem dan teknologi informasi dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 1.4 Pro�l Usia dan Golongan Pegawai

Tabel 1.2 Tenaga Pendukung dan Administrasi Pusdatin Kesos

No Jabatan Jumlah 
(Orang)

1 Administrasi Keuangan 1
2 Administrasi TI 1
3 Call Center 9
4 Database Administrator 1
5 Mobile Developer 1
6 Mobile Developer Senior 1
7 Network Administrator 1
8 Network Administrator Senior 1
9 Pengolah Data 8
10 Pengolah Data Senior 1
11 Quality Assurance 4
12 Software Engineer 6
13 Software Engineer Senior 6
14 System Integrator 2
15 Teknisi Pengelola Jaringan Dan Data Center 12
16 Tenaga Administrasi 8
17 Tenaga Multimedia 2
18 Tenaga Publikasi Dan Media Analyst 1

Total 66
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Dalam rangka efekti�tas serta meningkatkan kinerja organisasi, Kepala Pusdatin Kesos memberi-
kan penugasan kepada kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, fungsional umum, serta tenaga 
pendukung yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tentang Penunjukan Tim Kerja. Langkah ini 
juga sebagai tindak lanjut atas perubahan organisasi Kementerian Sosial sebagai e�siensi birokrasi.  
Kepala Pusdatin Kesos membentuk Tim Kerja Pusdatin Kesos tahun 2022 sesuai proses bisnis 
lingkup Pusdatin Kesos dengan memperhatikan kompetensi fungsional dan manajerial. Hal ini 
sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi 
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Terdapat 20 Tim Kerja yang disusun sesuai dengan 
kebutuhan Pusdatin Kesos sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tim Kerja Pusdatin Kesos terdiri dari Ketua Tim Kerja dan Anggota Tim Kerja. Ketua Tim merupakan 
Pejabat Fungsional Tertentu sedangkan anggota terdiri dari pejabat fungsional tertentu, pejabat 
fungsional umum, Tenaga Pendukung, dan tenaga administrasi. Setiap Tim mempunyai uraian 
tugas yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial 
nomor 227/1.7/OT.01/8/2022 tentang Penunjukan Tim Kerja pada Pusdatin Kesos Tahun Anggaran 
2022 sebagaimana perubahan ketiga nomor 986/10/OT.00.00/11/2022. 

Gambar 1.5 Tim Kerja Pusdatin Kesos Tahun 2022
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Tabel 1.3 KRO dan RO Pusdatin Kesos Tahun 2022

Tabel 1.4 Rincian Kegiatan Program Perlindungan Sosial

1.5. Sumber Daya Anggaran

Pada tahun 2022 Pusdatin Kesos memiliki 2(dua) Kegiatan, 5 (lima) Klasi�kasi Rincian Output (KRO) 
dan 9 (Sembilan) Rincian Output (RO), sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Pusdatin Nomor SP DIPA-027.01.1.418939/2022 tanggal 17 
November 2021, anggaran Pusdatin Kesos Tahun 2022 adalah sebesar Rp 91.989.427.000,00 (sem-
bilan puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh 
ribu rupiah). Adapun rincian kegiatan Pusdatin Kesos tahun 2022 disajikan pada Tabel 1.4 berikut:
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Tabel 1.5 Rincian Kegiatan Program Dukungan Manajemen

1.

1.6. Peran dan Isu Strategis Pusdatin Kesos

Terdapat beberapa kondisi yang memerlukan evaluasi anggaran sehingga pada akhir tahun angga-
ran Pusdatin Kesos berkurang menjadi senilai Rp58.292.986.000,00 (lima puluh delapan miliar dua 
ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) terdiri dari program 
perlindungan sosial Rp43.356.035.000,00 dan dukungan manajemen Rp14.936.951.000,00. Tahapan 
evaluasi anggaran terdapat pada BAB III bagian Evaluasi Anggaran.

Kementerian Sosial melalui Pusdatin Kesos melakukan peningkatan kualitas Data Terpadu Kese-
jahteraan Sosial (DTKS) melalui beberapa strategi sebagai langkah dalam menangani permasalahan 
ketepatan sasaran, exclusion dan inclusion error, komplementaritas dan integrasi program yang 
masih terfragmentasi, serta koordinasi pelaksanaan program lintas sektor yang belum berjalan 
optimal. Kementerian Sosial terus melakukan berbagai upaya dalam penanganan permasalahan 
sosial dan kedaruratan secara cepat, tepat, terpadu dan berkelanjutan dengan memanfaatan 
teknologi informasi dan melibatkan berbagai pihak. Strategi yang dilakukan antara lain adalah:

Peningkatan Kualitas DTKS

Kualitas DTKS merupakan aspek penting dalam ketepatan sasaran penerima bantuan 
sosial, untuk itu Kementerian Sosial melakukan berbagai langkah dalam rangka updat-
ing DTKS melalui veri�kasi dan validasi yang dilakukan secara periodik serta pemad-
anan data dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Proses veri�kasi dan validasi data 

mempertimbangkan pengurangan dari usul hapus daerah, data ganda, data 
meninggal dari DTKS, data meninggal hasil padan Dukcapil serta penambahan 
yang berasal dari usulan tambah daerah, penambahan anggota rumah tangga dan 
usulan baru dari Kementerian Sosial. Berdasarkan Undang-undang 13 tahun 2011 
tentang Penanganan Fakir Miskin, verifkasi dan validasi atas data fakir miskin 
dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. 
Kementerian Sosial melakukan veri�kasi dan validasi DTKS secara berkala dan 
kontinu dengan melibatkan pemerintah daerah. Sejak bulan April tahun 2021 
veri�kasi dan validasi dilakukan satu kali dalam setiap bulan dan kemudian ditetap-
kan sebagai DTKS Perubahan melalui Keputusan Menteri. Selama tahun 2021 
sebanyak 11 penetapan DTKS Perubahan, dan pada tahun 2022 telah ditetapkan 17 
DTKS Perubahan berdasarkan veri�kasi dan validasi yang dilakukan. Hal ini dilaku-
kan dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan DTKS yaitu dengan memini-
malisir inclusion error maupun exclusion error sehingga meningkatkan ketepatan 
sasaran penerima bantuan sosial.
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Peningkatan Kualitas DTKS

Kualitas DTKS merupakan aspek penting dalam ketepatan sasaran penerima bantuan 
sosial, untuk itu Kementerian Sosial melakukan berbagai langkah dalam rangka updat-
ing DTKS melalui veri�kasi dan validasi yang dilakukan secara periodik serta pemad-
anan data dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Proses veri�kasi dan validasi data 

2. Geotagging serta foto rumah dari individu DTKS dan survey lapanagan penerima 
bantuan sebagai salah satu dasar screening awal dalam penilaian/rekomendasi 
intervensi yang perlu dilakukan misalnya apakah keluarga termasuk miskin ekstrem, 
layak menerima semua bantuan sosial, layak menerima cukup 1 (satu) bansos, layak 
mendapatkan bantuan pemberdayaan sosial, atau dinyatakan tidak layak lagi 
menerima bantuan dengan mempertimbangkan kriteria kemiskinan yang dipenuhi. 
Aplikasi pendukung yang digunakan adalah SIKS NG GIS. Selanjutnya analisis hasil 
screening dapat dilakukan veri�kasi oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota, sesuai 
dengan surat Kepala Pusdatin Kesos nomor 283/1.7/DI.02/2/2022 tanggal 22 Febru-
ari 2022 perihal permohonan melakukan ketidaklayakan berdasarkan hasil 
rekomendasi penilaian ketidaklayakan foto rumah Keluarga Penerima Manfaat 
(KPM) dan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial nomor 2068/1/DI.01/7/2022 
tanggal 5 Juli 2022 perihal permohonan tindak lanjut data KPM hasil veri�kasi 
ketidaklayakan. Sampai dengan Desember 2022 terdapat 34,33% keluarga DTKS 
yang sudah dilengkapi dengan geotagging lokasi dan foto tempat tinggal adalah 

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui Aplikasi Cek Bansos 

Dalam rangka transparansi publik, akuntabilitas, dan peningkatan layanan agar 
masyarakat dapat mengetahui dan mengakses data penerima bansos, Kementerian 
Sosial mengembangkan aplikasi berbasis web melalui http://cekbansos.kemen-
sos.go.id. Masyarakat dapat mengetahui penyaluran bansos dengan menyebutkan 
nama dan desa kelurahan tempat tinggal. Masyarakat juga dapat mengetahui 
apakah terdaftar atau tidak sebagai penerima bantuan sosial. Cek bansos juga 
dikembangkan dalam basis Android dan IOS melalui Aplikasi “Cek Bansos” yang 
menyediakan �tur "usul" dan "sanggah" sehingga permasalahan data orang yang 
berhak mendapatkan bantuan tapi tidak dapat (exclusion error), dan ada yang tidak 
berhak tapi mendapatkan bantuan (inclusion error) cepat diatasi. Melalui �tur 
usul-sanggah masyarakat dapat mengusulkan diri/orang lain di wilayah desa/kelu-

mempertimbangkan pengurangan dari usul hapus daerah, data ganda, data 
meninggal dari DTKS, data meninggal hasil padan Dukcapil serta penambahan 
yang berasal dari usulan tambah daerah, penambahan anggota rumah tangga dan 
usulan baru dari Kementerian Sosial. Berdasarkan Undang-undang 13 tahun 2011 
tentang Penanganan Fakir Miskin, verifkasi dan validasi atas data fakir miskin 
dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. 
Kementerian Sosial melakukan veri�kasi dan validasi DTKS secara berkala dan 
kontinu dengan melibatkan pemerintah daerah. Sejak bulan April tahun 2021 
veri�kasi dan validasi dilakukan satu kali dalam setiap bulan dan kemudian ditetap-
kan sebagai DTKS Perubahan melalui Keputusan Menteri. Selama tahun 2021 
sebanyak 11 penetapan DTKS Perubahan, dan pada tahun 2022 telah ditetapkan 17 
DTKS Perubahan berdasarkan veri�kasi dan validasi yang dilakukan. Hal ini dilaku-
kan dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan DTKS yaitu dengan memini-
malisir inclusion error maupun exclusion error sehingga meningkatkan ketepatan 
sasaran penerima bantuan sosial.

rahannya, serta sekaligus dapat menyanggah warga yang tidak layak mendapat 
bantuan sosial sebagai sarana pengawasan dalam ikut mengontrol kelayakan 
penerima bantuan. DTKS secara akuntabel mendapat skor 98 dari KPK untuk 
penyaluran bantuan sosial dan skor 100 dari KPK untuk PBI JKN. 
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Bansos versi Android
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4 Penetapan Kriteria Fakir Miskin 

Upaya Kementerian Sosial dalam peningkatan taraf kesejahteraan menyasar fakir 
miskin, orang tidak mampu, dan kelompok rentan. Seseorang atau suatu keluarga 
yang ditetapkan sebagai fakir miskin atau orang tidak mampu jika memiliki bebera-
pa kriteria. Badan Pusat Statistik menetapkan 14 indikator/kriteria kemiskinan dan 
Kementerian Sosial pada tahun 2013 menetapkan 11 indikator kemiskinan. Peruba-
han kependudukan yang dinamis, adanya bencana alam, bencana sosial dan non 
alam serta faktor kerentanan lainnya perlu segera direspon untuk menyediakan 
DTKS mutakhir yang kontinu dan akurat sehingga Pemerintah dapat hadir dengan 
cepat dan tepat dalam pemenuhan bantuan sosial maupun pemberdayaan bagi 
masyarakat yang membutuhkan. 

Untuk mewujudkan hal tersebut Kementerian Sosial telah menetapkan Keputusan 
Menteri Sosial nomor 262/HUK/2022 tentang Kriteria Fakir Miskin. Sebagai kriteria 
awal yang digunakan untuk mendeteksi adalah jika tidak memiliki tempat bert-
eduh/tinggal sehari-hari maka dapat langsung dikategorikan sebagai fakir miskin.
Apabila seseorang memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari maka dilakukan 
deteksi lanjutan dengan kriteria meliputi:
i. Kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja
ii. pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam satu tahun 
 terakhir
iii. pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran
iv. tidak ada pengeluaran pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir
v. tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran
vi. tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, 
 terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia atau seng
vii. tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas; 
 dan/atau
viii. sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya PLN 450 volt ampere  
 atau bukan listrik.

9 (sembilan) indikator fakir miskin tersebut dapat digunakan sebagai screening 
awal seseorang atau sebuah keluarga dikategorikan sebagai fakir miskin dan berhak 
menerima bantuan atau sebaliknya yaitu seseorang sudah tidak layak lagi 
mendapatkan bantuan sosial.

Indikator-indikator tersebut digunakan untuk menseleksi keluarga/individu yang 
paling miskin, namun penggunaannya di daerah dapat berbeda sesuai dengan 
karakteristik fakir miskin setiap provinsi yang dimungkinkan juga berbeda-beda 
mengingat beragamnya adat dan sumber daya. Dengan 9 indikator baru ini akan 
memudahkan pemerintah daerah dalam mengidenti�kasi masyarakat yang layak 
menerima bantuan sosial. Selain itu masyarakat luas juga dapat lebih mudah 
memahami kriteria fakir miskin sehingga mampu turut berpartisipasi dalam mem-
berikan masukan kelayakan atau ketidaklayakan seseorang/keluarga sebagai pener-
ima bantuan sosial atapun pemberdayaan melalui kanal yang disediakan Kemente-
rian Sosial. 
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Gambar 1.7 Tangkapan Gambar Dashboard Aplikasi Pusat Kendali

5 Peningkatan Layanan Terpadu melalui Pusat Kendali

Kementerian Sosial meningkatkan kualitas layanan salah satunya melalui pengem-
bangan Pusat Kendali sebagai layanan terpadu untuk respon yag cepat dan tepat 
atas hasil pemantauan, pengaduan masyarakat, maupun asesmen dari SDM Kese-
jahteraan Sosial. Melalui Pusat Kendali penanganan masalah kesejahteraan sosial 
lebih komprehensif dan lebih cepat karena menggunakan aplikasi secara online 
yang menghubungkan semua unit kerja dan layanan Kementerian Sosial di pusat 
maupun di daerah, serta SDM Kesos di seluruh daerah. Aplikasi yang dikembangkan 
dapat diakses dan dioperasikan dimanapun yang terhubung dengan Pusat Kendali 
yang berlokasi di gedung Cawang Kencana Kementerian Sosial yang senantiasa 
dipantau langsung oleh Menteri Sosial. Pelaksanaan Pusat Kendali berdasarkan 
Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pusat Kendali Kementerian 
Sosial.

Contoh tampilan dashboard sistem yang digunakan pada Pusat Kendali ditampil-
kan pada gambar berikut: 
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Gambar 1.8  Tangkapan Gambar Menu SIKS Mobile

Dalam pelaksanaan asesmen di lapangan maupun pelaporan progres tindak lanjut 
yang dilakukan, digunakan aplikasi SIKS Mobile dengan contoh tampilan aplikasi 
pada gambar berikut:
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Potensi/Peluang

a. Meningkatnya jumlah program 
 pemerintah yang menggunakan 
 DTKS sebagai sasaran program 
 maupun sumber data. Hal ini 
 diantaranya didukung oleh 
 integritas dan ketepatan DTKS   
 yang semakin baik. 

b. Semakin banyaknya K/L yang 
 bekerja sama untuk perbaikan
 /pertukaran/pemadanan data 
 menjadi faktor pendukung 
 dalam meningkatnya integritas   
 DTKS. 

c. E�siensi struktur organisasi 
  sesuai Peraturan Menteri Sosial 
 nomor 1 Tahun 2022 menjadi 
 peluang bagi manajemen 
 pelaksanaan kegiatan yang 
 lebih �eksibel dan dapat mengatur 
 penugasan pegawai melalui tim 
 kerja sesuai fokus tugas dan komp
 etensi.

d. Dalam rangka penyelenggaraan 
 Sistem Pemerintahan Berbasis 
 Elektronik (SPBE) di lingkungan 
 Kementerian Sosial, SIKS NG 
 sebagai sistem utama dalam pen
 gelolaan DTKS terus dikembangkan 
 sesuai dengan kebutuhan dan 
 dinamika lapangan dengan mem
 perhatikan integrasi layanan dan 
 integrasi sistem pendukungnya.

1.7. Potensi/Peluang dan Tantangan 

1. Hambatan dan Tantangan:

Dalam pengelolaan data dan sistem 
informasi terdapat hambatan ataupun 
tantangan yang dihadapi, untuk itu Pusda-
tin Kesos melakukan berbagai langkah 
pengembangan, pencegahan dan antisi-
pasi antara lain sebagai berikut:

a. Masih adanya daerah yang belum 
 melakukan veri�kasi dan validasi 
 kelayakan, untuk itu dilakukan 
 sosialisasi dan promosi DTKS selain 
 itu juga dikembangkan kanal untuk 
 meningkatkan partisipasi mas
 yarakat.

b. Kendala dalam penganggaran yaitu 
 adanya blokir anggaran yang baru 
 dibuka di akhir tahun sehingga 
 terdapat rencana kegiatan yang  
 dimungkinkan kurang optimal. 
 Dalam rangka e�siensi, anggaran 
 kemudian dialihkan untuk optimal
 isasi penanganan bencana melalui 
 unit terkait sesuai prosedur yang  
 berlaku.

c. Terdapat perubahan kebijakan 
 dalam proses pemadanan data  
 dengan Ditjen Dukcapil Kemend
 agri yang diterapkan mulai bulan 
 Oktober 2022. Dua hal utama 
 perubahan kebijakan tersebut 
 adalah:

 1) perubahan mekanisme 
  pemadanan data yang 
  sebelumnya dapat dilaku
  kan sekaligus dalam satu 
  �le, saat ini pemadanan 
  harus satu per satu; 

2.

 2) Layanan pemadanan data 
  dengan Ditjen Dukcapil 
  Kemendagri hanya dapat 
  dilakukan pada jam 06.00 
  WIB sampai 20.00 WIB yang 
  sebelumnya tidak dibatasi 
  waktu.

Agar proses pemadanan data tetap 
berjalan efektif maka dilakukan pengem-
bangan modul SIKS NG yaitu melalui 
penambahan menu “pemadanan DTKS”. 
Menu ini disediakan untuk pemadanan 
DTKS yang dapat digunakan daerah sebe-
lum melakukan usulan sehingga pemerin-
tah daerah dapat memeriksa terlebih 
dahulu apakah data usulan mereka telah 
padan DTKS atau belum yang mana DTKS 
telah padan dengan data Dukcapil tingkat 
nasional. Daerah dapat melakukan pemad-
anan ulang serta diharapkan melakukan 
pemadanan dengan Dinas Dukcapil 
setempat jika terdapat perubahan data 
misal perubahan nomor Kepala Keluarga 
(KK), perubahan alamat dan lain-lain.
 

d. Adanya potensi gangguan atas   
 keamanan data. Langkah-langkah 
 pencegahan dan pengendalian 
 yang dilakukan antara lain:

 1) Peningkatan kualitas mutu 
  dan keamanan melalui  
  serti�kasi ISO 27001:2022 
  dan ISO 9001:2015.
 2) Melakukan pengembangan 
  dan penguatan sistem dan 
  proses bisnis yang semula 
  terpisah menjadi terintegra
  si.
 3) Penyediaan perangkat untuk  
  peningkatan keamanan.
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Bab 2
Rencana Kinerja

2.1.  Rencana Strategis Dan  
 Target Kinerja

1. Visi dan Misi

Untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlak-
sananya misi dan agenda serta tercapainya visi 
pembangunan nasional, Kementerian Sosial 
merumuskan Tujuan strategis tahun 
2020-2024 adalah “Meningkatkan Taraf Kese-
jahteraan, Kualitas, dan Kelangsungan Hidup 
Fakir Miskin, Kelompok Rentan, dan Orang 
Tidak Mampu”

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan 
strategis pembangunan kesejahteraan sosial, 
Tujuan Kementerian Sosial diarahkan untuk 
mencapai 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS) yaitu:
SS1: Meningkatnya taraf kesejahteraan, 
 kualitas, dan keberlangsungan hidup 
 Fakir Miskin, Kelompok Rentan, dan 
 Orang Tidak Mampu.

SS2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan 
 Sosial oleh Penyelenggara Kesejahter
 aan Sosial dengan melibatkan Publik

SS3: Terwujudnya Tata Kelola Kementerian 
 Sosial yang transparan dan akuntabel 
 dan meningkatnya efekti�tas birokrasi
 Terdapat 2 (dua) jenis program yang 
 dilaksanakan yaitu Program Dukun
 gan Manajemen dan Program Perlind
 ungan Sosial. 

Sasaran Strategis yang berkaitan dengan 
tugas fungsi Pusdatin Kesos adalah SS2 yang 
diturunkan menjadi Sasaran Program dan 
Sasaran Kegiatan yaitu “Meningkatnya Kuali-
tas dan Layanan Data Terpadu Kesejahteraan 
Sosial (DTKS)” yang lebih lanjut dilaksanakan 
secara teknis dalam rumpun program 
perlindungan sosial. 

Pusdatin Kesos juga mendukung SS3 melalui 
pelaksanaan kegiatan yang masuk dalam 
rumpun program dukungan manajemen 
dengan target dan capaian yang diturunkan 

secara cascading dari Sekretariat 
Jenderal dengan Sasaran Kegiatan 
“Terwujudnya tata kelola yang baik 
pada Pusat Data dan Informasi Kese-
jahteraan Sosial.”

Indikator Kinerja Utama Pusdatin Kesos
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupa-
kan indikator yang dapat menggam-
barkan hasil-hasil yang utama dan 
kondisi yang seharusnya dicapai oleh 
entitas. Terdapat 5 (lima) indikator 

Pusdatin Kesos yang merupakan 
indikator kinerja utama yang digu-
nakan untuk mengukur capaian 
kinerja Sasaran Program dan Sasa-
ran Kegiatan dalam rumpun 
program perlindungan sosial. 4 
(empat) indikator pertama merupa-
kan Indikator Kinerja Program (IKP) 
yang kemudian diturunkan menjadi 
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 
Pusdatin Kesos pada program 
Perlindungan Sosial.
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2.

Untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlak-
sananya misi dan agenda serta tercapainya visi 
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Sosial (DTKS)” yang lebih lanjut dilaksanakan 
secara teknis dalam rumpun program 
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pelaksanaan kegiatan yang masuk dalam 
rumpun program dukungan manajemen 
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barkan hasil-hasil yang utama dan 
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entitas. Terdapat 5 (lima) indikator 

Pusdatin Kesos yang merupakan 
indikator kinerja utama yang digu-
nakan untuk mengukur capaian 
kinerja Sasaran Program dan Sasa-
ran Kegiatan dalam rumpun 
program perlindungan sosial. 4 
(empat) indikator pertama merupa-
kan Indikator Kinerja Program (IKP) 
yang kemudian diturunkan menjadi 
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 
Pusdatin Kesos pada program 
Perlindungan Sosial.

Gambar 2.1 Indikator Kinerja Pusdatin Kesos Tahun 2022

De�nisi secara lebih rinci, sumber data dan cara perhitungan terdapat pada Tabel Manual IKU yang 
menjadi lampiran dari laporan kinerja ini.
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Tabel 2.1 Indikator dan Target 2022 - 2024

Adapun Target Kinerja Kegiatan Pusdatin Kesos pada program Perlindungan Sosial tahun 2022 
sampai dengan 2024 disajikan dalam Tabel 2.1 berikut:

No Indikator Kinerja Kegiatan
Target
2022

Target
2023

Target
2024

1
Persentase (%) Ketepatan Sasaran Data Terpadu 
Kesejahteraan Sosial (DTKS)

98,0% 98,5% 99%

2 Persentase (%) DTKS yang memiliki integritas data 97% 98% 99%

3 Persentase (%) Daerah yang memanfaatkan DTKS 63% 65% 70%

4
Jumlah Kementerian/Lembaga yang memanfaatkan 
DTKS

5 6 8

5
Persentase (%) Kabupaten/Kota yang ak�f 
melakukan pemutakhiran DTKS  

63% 65% 70%

Program Perlindungan Sosial

2.2.  Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen 
yang berisikan penugasan dari pimpinan 
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan 
instansi yang lebih rendah untuk melak-
sanakan program/kegiatan yang disertai 
dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian 
kinerja, terwujudlah komitmen penerima 
amanah dan kesepakatan antara penerima 
dan pemberi amanah atas kinerja terukur 
tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan 
wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian disusun secara berjenjang sesuai 
dengan tugas dan fungsi dari tingkat Menteri 
sebagai pimpinan lembaga sampai dengan 
tingkat Kepala Pusat sebagai pimpinan satuan 

kerja. Perjanjian Kerja Pusdatin Kesos tahun 
2022 telah mengacu pada Peta Strategis 
serta indikator yang ditetapkan yang meng-
gambarkan hasil-hasil utama yang seharusn-
ya dicapai oleh Pusdatin Kesos. Terdapat 
2(dua) Perjanjian Kinerja Pusdatin Kesos 
pada tahun 2022, perubahan Perjanjian 
Kinerja dilaksanakan pada tahap pelaksa-
naan yaitu pada bulan September, hal ini 
sebagai tindak lanjut penyesuaian atas 
adanya revisi Perjanjian Kinerja pada level 
diatasnya serta menangkap masukan Trilat-
eral Meeting agar lebih menggambarkan 
kinerja yang seharusnya dicapai. Perjanjian 
Kinerja tahun 2022 disajikan pada Tabel 2.2.
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Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Revisi

Pada Desember 2022 terdapat e�siensi anggaran yang dioptimalkan untuk kebutuhan anggaran 
BA 99 serta untuk penanganan bencana sejumlah Rp33.696.441.000,00 sehingga alokasi anggaran 
pada akhir tahun adalah Rp58.292.986.000,00 yang terdiri dari program perlindungan sosial 
Rp43.356.035.000,00 dan dukungan manajemen Rp14.936.951.000,00.
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Bab 3
Akuntabilitas Kinerja

3.1.  Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Pusdatin Kesos Tahun 2022 
senilai Rp 49.251.939.094 (84,49%) dari pagu 
anggaran Pusdatin Kesos senilai 

Pada awal tahun 2022 pagu anggaran Pusda-
tin Kesos senilai Rp91.989.427.000,00 namun 
pada akhir tahun 2022 anggaran Pusdatin 
Kesos senilai Rp58.292.986.000,00. Perbandin-

Tabel 3.1 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Rp58.292.986.000. Berikut rincian realisasi 
anggaran Pusdatin Kesos:

gan anggaran tahun 2021. Pusdatin Kesos 
memiliki penurunan anggaran. Berikut 
adalah sandingan realisasi anggaran Pusda-
tin Kesos tahun 2021 dan 2022.
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3.2.  Capaian Kinerja

Gra�k diatas menjelaskan bahwa adanya 
penurunan pagu anggaran Pusdatin Kesos 
dari Tahun 2021 ke 2022, menunjukkan 
meskipun anggaran berkurang namun tidak 
menjadikan kendaa yang berarti dalam 

Ketepatan sasaran adalah ketepatan 
data Penerima Manfaat (PM) program 
perlindungan sosial yaitu PKH, 
Program Sembako, dan PBI yang 
bersumber dari pengelolaan DTKS 
yang memenuhi syarat sesuai sasaran 

ni =  Jumlah PM program bantuan ke-i pada periode berjalan yang tidak dikoreksi 
 pada periode berikutnya.
Ti =  Jumlah PM program bantuan ke-i periode berjalan yang ditetapkan melalui SK
i1 =  PKH, i2 = Program Sembako, i3 = PBI JKN

Gambar 3.1 Gra�k Realisasi Anggaran Tahun 2022

Indikator Kinerja 1: Persentase (%) Ketepatan Sasaran  Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS) – Target 98%

mencapai capaian output secara maksimal. 
Persentase realisasi anggaran tahun 2022 
mengalami peningkatan sebanyak 19,01% 
dari tahun 2021.

1.

program berdasarkan hasil usulan dan 
pemutakhiran berkelanjutan. Usulan dan 
pemutakhiran berkelanjutan merupakan 
kegiatan veri�kasi dan validasi secara 
periodik termasuk perbaikan atas inclussion 
dan exclussion error.

Metode penghitungan:
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Faktor pendukung capaian target:

-  Keaktifan satuan kerja/mitra penyalur 
 dalam menyampaikan data balikan 
 atas penyaluran bantuan.

-  Keaktifan pemerintah daerah dan K/L 
 mitra dalam pemutakhiran DTKS.

-  Keaktifan satuan kerja dan pendamp
 ing program dalam pemutakhiran 
 data penerima bantuan.

-  Ketepatan waktu penyaluran bantu
 an sehingga data salur balikan dapat 
 diperoleh tepat waktu.

Tantangan yang dihadapi dalam penguku-
ran capaian adalah belum semuanya data 
balikan dari satuan kerja atau mitra penyal-

Capaian indikator Ketepatan Sasaran DTKS selama tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 
berikut: 

Gambar 3.2 Gra�k Capaian Indikator Kinerja 1

ur diperoleh tepat waktu. Untuk itu diper-
lukan adanya prosedur rutin terkait 
pengukuran ketepatan semua program 
bantuan agar data diperoleh tepat waktu.

Pengukuran capaian dilakukan setiap 
Triwulan. Nilai capaian tahun 2022 mer-
upakan nilai capaian pada triwulan 4 
tahun 2022. Ketepatan sasaran dipen-
garuhi oleh jumlah ketidaklayakan data 
salur setiap periode yang kemudian 
dilakukan perbaikan untuk data digu-
nakan pada periode berikutnya. Artinya 
ketepatan sasaran setiap triwulan saling 
berkaitan meskipun bukan merupakan 
akumulasi tetapi menggambarkan proses 
perubahan data dan veri�kasi validasinya 
secara berkelanjutan. 
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Presentase ketepatan sasaran DTKS merupakan indikator yang baru digunakan pada tahun 
2022 sehingga tidak ada data capaian tahun sebelumnya.



Perbaikan atas inclusion error dan exclusion error pada ketiga jenis bantuan tersebut mer-
upakan hasil pemutakhiran. Veri�kasi dan validasi dari berbagai pihak antara lain sebagai 
berikut:: 

Penidaklayakan dilakukan antara lain pada 
KPM sudah mampu, terdapat anggota 
keluarga status ASN, KPM tidak ditemukan/-
data tidur, meninggal, dan lain-lain.
Data meninggal hasil pemadanan DTKS 
dengan Daerah, Dukcapil, BPJS, hasil ases-
men dan dari sumber lainnya akan dikeluar-
kan dari penerima bantuan karena merupa-
kan inclusion error namun tidak dimasukkan 
pada perhitungan indikator ini karena data 
akan segera diperbaiki misalnya bansos 
diberikan kepada anggota keluarga/pengu-
rus baru jika yang bersangkutan masih 
mempunyai keluarga. Pemutakhiran data 
dilakukan secara berkala dan kontinu 
sehingga data meninggal senantiasa segera 
dilakukan updating. 

Tabel 3.3 Capaian Per Program Per Triwulan

Tabel 3.2 Inclusion dan Exclusion Error

Faktor yang mendukung capaian indika-
tor adalah keaktifan pemutakhiran data 
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, 
K/L Mitra, serta satuan kerja pelaksana 
program bantuan. Selain itu ketepatan 
waktu penyaluran bantuan akan men-
dukung data salur balikan dapat diper-
oleh tepat waktu.
Tantangan yang dihadapi dalam pen-
gukuran capaian ini adalah penyam-
paikan data balikan setiap program yang 
berbeda-beda sehingga tidak semua nilai 
ketepatan sasaran dapat diperoleh tepat 
waktu. Untuk perlu disusun mekanisme 
atau prosedur standar dalam rangka 
pengukuran capaian agar dapat diper-
oleh tepat waktu.
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Integritas data adalah padan dengan data administrasi kependudukan dari Ditjen Dukcapil 
Kementerian Dalam Negeri. 

Pengukuran dilakukan pada setiap penetapan SK DTKS. Namun untuk pemantauan dilaku-
kan setiap triwulan. Capaian indikator integritas DTKS selama tahun 2022 dapat dilihat 
pada gambar berikut:

Faktor pendukung capaian kinerja: 

-  Keaktifan pemerintah daerah dan K/L 
   mitra dalam pemutakhiran DTKS.
-  Keaktifan pemerintah daerah dalam 
   melakukan pemadanan data dengan 
   Dinas Dukcapil setempat.

Persentase jumlah individu pada DTKS 
yang padan dengan data kependudu-
kan nasional dari Ditjen Dukcapil 

n  :  Jumlah individu DTKS yang padan dengan data kependudukan nasional
T  :  Jumlah individu DTKS

Gambar 3.3 Gra�k Capaian Indikator Kinerja 2

Indikator Kinerja 2: Persentase (%) DTKS yang memiliki integritas data – Target 97%2.

Metode penghitungan:

Kementerian Dalam Negeri sampai 
dengan Desember 2022 adalah 98,97% 
yaitu sejumlah 144.990.542 individu 
padan dibanding total individu DTKS 
sejumlah 146.499.355 individu, sesuai 
dengan SK DTKS/Keputusan Menteri 
Sosial nomor 254/HUK/2022 tanggal 29 
Desember 2022. Individu yang belum 
padan adalah data di wilayah Papua 
dan Papua Barat. Gambaran integritas 
DTKS selama tahun 2022 disajikan pada 
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Perbandingan target dan capaian
indikator dengan tahun sebelumnya
ditampilkan pada tabel disamping

Target Realisasi Target Realisasi
Persentase DTKS yang memiliki 
integritas data

70% 98% 97% 98,97%

Indikator Kinerja
2021 2022



Veri�kasi dan Validasi Data 
Penerima Manfaat Bansos meng-

gunakan Aplikasi SIKS-Mobile 



Jumlah individu DTKS pada Desember 2022 
adalah sejumlah 146.499.355 individu atau 
51.606.679 Keluarga. Penambahan jumlah 
individu DTKS adalah karena adanya penam-
bahan data baru penerima bansos yang 
merupakan tindak lanjut atas exclusion error 
dari hasil veri�kasi dan validasi. Pada peneta-
pan DTKS tanggal 19 November dan 26 
December jumlah individu DTKS mengalami 
penurunan hal ini dikarenakan adanya penge-
luaran dari DTKS indiividu/keluarga yang 

Indikator Kinerja 3: Persentase (%) Daerah 
yang memanfaatkan DTKS – Target 63%

Pemanfaatan DTKS adalah penggunaan 
DTKS sebagai acuan dan/atau pemband-
ing/data padan untuk pengelolaan data 
daerah sesuai prosedur yang berlaku yaitu:

Gambar 3.4 Gra�k Integritas DTKS Tahun 2022 

masuk dalam kategori tidak layak DTKS antara 
lain:
- ASN/POLRI/TNI/Anggota DPR/Peja
  bat/Perangkat Daerah
- Guru terserti�kasi
- Aparat penegak hukum
- SDM Kesejahteraan Sosial
- Keluarga dengan upah diatas UMP
- Keluarga tidak layak/yang dinilai 
 mampu dari proses penidaklayakan 
 daerah melalui SIKS NG dan Cek.  

3. 1) Adanya surat permohonan peman
 faatan data serta persetujuan Kemen-
 terian Sosial melalui Berita Acara                       
 Serah Terima Data; atau
2) Proses pemadanan data daerah 
 dengan DTKS secara online melalui 
 SIKS NG.

Metode penghitungan:

n: Jumlah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memanfaatkan DTKS
T: Jumlah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia
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Gambar 3.5 Gra�k Capaian Indikator Kinerja 3

Pengukuran dilakukan setiap triwulan. Capaian kinerja atas Persentase Daerah yang meman-
faatkan DTKS selama tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:

Presentase daerah yang memanfaatkan DTKS 
merupakan indikator yang baru digunakan 
pada tahun 2022 sehingga tidak ada data 
capaian tahun sebelumnya.

Faktor pendukung capaian kinerja:

- Meningkatnya Integritas DTKS.
- Pengembangan SIKS NG yang mem
 fasilitasi Pemadanan DTKS secara 
 online.
- Semakin banyaknya K/L yang bekerja 
 sama dalam pemadanan/perbaikan 
 data.
 
Daerah yang memanfaatkan DTKS adalah 
daerah yang menyampaikan permohonan 
DTKS melalui surat resmi denga tujuan 
pemadanan dan/atau penggunaan penyalu-
ran bantuan sosial daerah atau program 
lainnya dan disetujui oleh Pusdatin Kesos 
dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah 
Terima (BAST) dari Pusdatin Kesos ke Pemerin-
tah Daerah Pemohon. 

Pada pengukuran sampai dengan triwulan 3 
terdapat 386 kabupaten/kota dan 20 provinsi 
yang menerima BAST Data atas permohonan 
yang disampaikan dengan total jumlah BAST 
adalah 45 BAST Provinsi dan 951 BAST 
Kab/Kota.

Pada triwulan 4 terdapat perubahan kebija-
kan pemadanan data sehingga pemanfaatan 
data oleh daerah tidak lagi harus menggu-
nakan surat permohonan namun bisa secara 
langsung menggunakan SIKS NG melalui 
menu Pemadanan DTKS. Sehingga pada 
pengukuran triwulan 4 digunakan cara 
pengukuran kedua yaitu kabupaten/kota 
yang melakukan pemadanan DTKS melalui 
SIKS NG. Sampai dengan Desember 2022 
terdapat 20 Provinsi dan 420 Kabupaten/Kota 
yang telah memanfaatan DTKS atau menca-
pai 80,29%. Daftar Provinsi/Kabupaten/Kota 
yang memanfaatkan DTKS dapat dilihat pada 
Lampiran.
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Gambar 3.6 Gra�k Capaian Indikator Kinerja 4

Indikator Kinerja 4: Jumlah Kementeri-
an/Lembaga yang memanfaatkan 
DTKS – Target 5 Kementerian/Lembaga

Pemanfaatan DTKS adalah penggu-
naan DTKS sebagai acuan dan/atau 
pembanding/data padan untuk penge-
lolaan data K/L sesuai prosedur yang 
berlaku.

Prosedur yang berlaku adalah:
1) Adanya surat permohonan 
 pemanfaatan data serta 

4.  persetujuan Kementerian Sosial 
 melalui Berita Acara Serah 
 Terima Data; atau

2) Adanya perjanjian kerja sama 
 data dengan Kementerian 
 Sosial.

Pengukuran dilakukan setiap triwulan. 
Capaian kinerja atas jumlah Kementeri-
an/Lembaga yang memanfaatkan DTKS 
selama tahun 2022 dapat dilihat pada 
gambar berikut:

Jumlah Kementerian/Lembaga yang 
memanfaatkan DTKS merupakan 
indikator yang baru digunakan pada 
tahun 2022 sehingga tidak ada data 
capaian tahun sebelumnya.

Faktor pendukung capaian kinerja:

- Meningkatnya Integritas DTKS.

- Semakin banyaknya K/L yang 
 bekerja sama dalam pemada- 
 nan/perbaikan data.

Sampai dengan Desember 2022 terdapat 6 
Kementerian Lembaga yang memanfaat-
kan DTKS yaitu:
1) BPJS Kesehatan. 
2) Kementerian Dalam Negeri. 
3) Kementerian Pendidikan, Kebu
 dayaan, Riset dan Teknologi. 
4) Kementerian Agama. 
5) Kementerian Energi dan Sumber 
 Daya Mineral.
6) Badan Pusat Statistik.
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Gambar 3.7 Gra�k Capaian Indikator Kinerja 5

Indikator Kinerja 5: Persentase (%) Kabu-
paten/Kota yang aktif melakukan pemu-
takhiran DTKS – Target 63%

Kabupaten/Kota yang aktif melakukan 
pemutakhiran DTKS adalah Pemerintah 
Kab/Kota atau Instansi Sosial Kab/Kota di 

5. seluruh Indonesia yang melakukan Proses 
Usulan Data serta Veri�kasi dan Validasi 
yaitu melakukan minimal 1 kali kelayakan 
dan 1 kali usulan penerima bansos disertai 
surat pengesahan dalam jangka waktu 1 
tahun.

Metode penghitungan:

n    :  Jumlah Kabupaten/Kota yang menyampaikan usulan pengesahan kelayakan 
 minimal 1 kali dan usulan bansos minimal 1 kali dalam setahun.
T    :  Jumlah Kabpaten/Kota di Indonesia.

Pengukuran dilakukan setiap triwulan. 
Capaian kinerja atas persentase Kabupat-
en/Kota yang melakukan pemutakhiran 

DTKS selama tahun 2022 dapat dilihat pada 
gambar berikut:
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Presentase kabupaten/kota yang aktif 
melakukan pemutakhiran DTKS merupakan 
indikator yang disesuaikan kembali atas 
indikator tahun lalu yaitu persentase kabu-
paten/kota yang melakukan pemutakhiran 
DTKS. Pada tahun 2021 de�nisi yang digu-

nakan adalah kabupaten/kota yang 
melakukan minimum 50% perbaikan NIK 
atas jumlah data yang harus diperbaiki, 
sedangkan pada tahun 2022 digunakan 
de�nisi kabupaten/kota yang melakukan 
minimal 1 (satu) kali veri�kasi kelayakan 
dan 1 (satu) kali usulan penerima bansos.



Faktor pendukung capaian kinerja:

- Keaktifan pemerintah kabupaten/ko
 ta dalam melakukan veri�kasi kelaya
 kan.
- Tersedianya layanan penyampaikan 
 hasil veri�kasi kelayakan melalui 
 aplikasi SIKS NG.

Usulan ketidaklayakan adalah penidaklaya-
kan penerima bansos yang dilakukan oleh 
daerah Kabupaten/Kota melalui SIKS NG. 
Usulan bantuan sosial adalah usulan baru 
penerima bansos yang dilakukan oleh 
daerah Kabupaten/Kota melalui SIKS NG
Sepanjang tahun 2022. terdapat 510 Kabu-
paten/Kota melakukan pemutakhiran DTKS 
tahun 2022 yaitu melakukan akti�tas peni-
daklayakan dan/atau usulan bansos. Dari 
510 Kabupaten/Kota tersebut sebanyak 464 

Kabupaten/Kota atau 90,27% dinyatakan 
aktif karena melakukan minimal 1 kali 
penidaklayakan dan minimal 1 kali usulan 
bansos.  Sedangkan 33 diantaranya hanya 
melakukan usulan bansos saja tapi tidak 
melakukan penidaklayakan, 13 diantaran-
ya hanya melakukan penidaklayakan tapi 
tidak melakukan usulan bansos. 

Terdapat 4 Kabupaten/Kota yang tidak 
melakukan pemutakhiran yaitu Kabu-
papten Mappi Provinsi Papua dan Kabu-
paten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan 
Timur (tidak melakukan penidaklayakan 
maupun usulan bansos namun melakukan 
usulan PBI) serta Kabupaten Kepulauan 
Talaud dan Kabupaten Minahasa Utara 
Provinsi Sulawesi Utara yang tidak melaku-
kan penidaklayakan, usulan bansos 
maupun usulan PBI.

Indikator Kinerja 6: Nilai SAKIP Pusdatin 
Kesos – Target A

Nilai SAKIP yang baik menunjukkan tata 
kelola dan struktur serta kinerja yang 

6. baik pada suatu satuan kerja. Nilai SAKIP 
Pusdatin Kesos pada pelaksanaan angga-
ran tahun 2020-2021 dapat dilihat pada 
tabel berikut:

Tabel nilai SAKIP Pusdatin Kesos Tahun 2020 – 2021

Nilai SAKIP pelaksanaan anggaran tahun 2022 akan disampaikan pada laporan kinerja tahun angga-
ran 2023. 
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Target Realisasi Target Realisasi
% Kabupaten/Kota yang ak�f melakukan Pemutakhiran DTKS - 69% 63% 90,27%

Indikator Kinerja
2021 2022

Perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya:



Indikator Kinerja 7: Nilai Kinerja Anggaran 
Pusdatin Kesos – Target 86,02
Nilai Kinerja Anggaran merupakan nilai atas 
pengelolaan keuangan dari sisi perenca-

Faktor pendukung capaian kinerja:

- Capaian nilai Smart yang 
 meningkat 4,54 poin dari tahun 
 sebelumnya karena adanya 
 peningkatan capaian realisasi 
 anggaran sebanyak 19,01% dari 
 tahun sebelumnya.
- Capaian output yang tetap 
 optimal meskipun realisasi ang
 garan tidak sesuai

7. naan, penganggaran, dan pertanggungjawa-
ban keuangan dengan formula pengukuran 
adalah:

Metode Penghitungan:

Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari 2 (dua) 
komponen yaitu nilai Smart dan nilai IKPA 
dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Nilai Kinerja Anggaran dari Aplikasi  
 SMART. 

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) 
Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Penguku-
ran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas 
Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian Negara/Lembaga. Nilai Kinerja 
Anggaran satuan kerja melalui aplikasi 
SMART dilakukan dengan mengukur 
variable-variabel sebagai berikut:
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Nilai Kinerja Anggaran Pusdatin Kesos 

= (60% nilai SMART) + (40% nilai IKPA) 

= (60% x 94.48) + (40% x 77.50) 

= 87.69 

 
Capaian NKA merupakan akumulasi penilaian 
dengan nilai akhir penilaian ada di akhir tahun. 
 
Capaian: 
Perbandingan realisasi terhadap target yaitu 
101.94% 
 

 
Gambar 3.8 Gra�k Capaian Indikator Kinerja 7

Perbandingan target dan capaian
indikator dengan tahun sebelumnya
ditampilkan pada tabel disamping.

Target Realisasi Target Realisasi

Nilai Kinerja Anggaran 86,02 86,02 87,69

Indikator Kinerja
2021 2022



Nilai SMART tahun 2022 Pusdatin Kesos senilai 94.48 dengan kategori Sangat Baik dengan rincian 
sebagaimana gra�k berikut:

Gambar 3.9 Nilai Smart Tahun 2022 

Pada gra�k nilai SMART tersebut diatas 
penjelasan atas masing-masing komponen 
nilai sebagai berikut:

a. Penyerapan anggaran terhadap 
 perencanaan sebesar 84,49% .
b. Nilai konsistensi penyerapan angga
 ran sebesar 98,54% terhadap peren
 canaan mengindikasikan optimalnya 
 proses pengendalian atas pelaksa
 naan anggaran dan kegiatan.
c. Nilai CRO (Capaian Rincian Output) 
 Pusdatin Kesos secara keseluruhan 
 adalah 99,99. Hal ini berarti dari segi 
 kuantitas target atas rincian output 
 program artinya terealisasi. Terdapat 
 capaian yang tidak 100% yaitu pada 
 indikator target jumlah Individu 
 DTKS yang tercapai 99,99%.
d. E�siensi atas rincian output sebesar 
 14,77 artinya e�siensi pelaksanaan 
 anggaran sebesar 73,85% (nilai 
 e�siensi dikali 5), menunjukkan 
 capaian rincian output dicapai 
 dengan anggaran yang e�sien.

2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan 
 Anggaran (IKPA) 

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 
(IKPA) adalah indikator yang ditetapkan 
oleh Kementerian Keuangan selaku BUN 
untuk mengukur kualitas kinerja pelaksa-
naan anggaran belanja Kementerian Nega-
ra/ Lembaga dari sisi kualitas implementasi 
pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil 
pelaksanaan perencanaan anggaran kuali-
tas anggaran. Berdasarkan Peraturan Direk-
tur Jenderal Perbendaharaan Nomor 
Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis 
Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan 
Anggaran Belanja Kementerian Nega-
ra/Lembaga. berikut formulasi IKPA Tahun 
2022.
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 100;
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 28,6% dengan nilai maksimal 20;
d. konsistensi penyerapan anggaran 
 terhadap perencanaan dengan 
 bobot sebesar 18,2% dengan nilai 
 maksimal 100.



Gambar 3.10 Penilaian IKPA Pusdatin Kesos Tahun 2022

Nilai IKPA Pusdatin Kesos tahun 2022 adalah senilai 77,50. Nilai tersebut mengalami penurunan 
dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 80,15. Rincian komponen nilai IKPA Pusda-
tin Kesos terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Rincian Nilai IKPA Tahun 2022

Komponen dengan nilai kurang optimal adalah penyerapan anggaran, belanja kontraktual dan 
deviasi halaman 3 DIPA. Faktor yang menyebabkan kurang optimal antara lain adalah adanya 
kendala ketepatan waktu dokumen kontrak. 

3.3.  Capaian Lainnya

Sampai 31 Desember 2022 terdapat 3.113 penanganan yang telah dilakukan dimana 
sebanyak 2.001 aduan merupakan hasil identi�kasi dari Operator Pusat Kendali melalui 
berita. media sosial. dan sumber informasi lainnya sedangkan 1.112 merupakan aduan 
masyarakat melalui telepon. Status penanganan pada 31 Desember 2022 dapat dilihat 
pada Gra�k berikut:

Penanganan Aduan melalui Pusat Kendali1.
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Penanganan Aduan/Konsultasi melalui Call Center Pusdatin Kesos2.

Call Center Pusdatin Kesos merupakan layanan hotline terkait pengelolaan DTKS dengan 
sasaran pengguna adalah Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Namun demikian terdapat juga SDM 
Kesos atau masyarakat yang menggunakan layanan ini. Sampai dengan 31 Desember 2022 
terdapat 573 pihak yang memanfaatkan layanan aduan/konsultasi dengan rincian sebagaima-
na Tabel 3.5

Tabel 3.5 Penanganan Keluhan Call Center

STAKEHOLDER JUMLAH

DINAS SOSIAL (Provinsi/Kab/Kota) 458

PENDAMPING PKH (Kab/Kota) 86

MASYARAKAT 15

OPERATOR DESA 10

TKSK 4

TOTAL 573

Gambar 3.11 Gra�k Penanganan Aduan Pusat Kendali
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4.  Pemanfaatan Aplikasi Cek Bansos

5.  Dashboard DTKS

Sampai dengan 26 Desember 2022 terdapat 1.582.537 akun pengguna Aplikasi Cek Bansos 
yang di approve dan terdapat 547.188 aktivitas yang terdiri dari 416.945 Usulan dan 
130.243 Sanggahan dengan status progres sebagaimana gra�k berikut:

Dashboard DTKS disediakan untuk memenuhi kebutuhan penyajian data yang cepat dan 
terupdate untuk kebutuhan publikasi dan sebagai sistem pendukung pengambilan kepu-
tusan. Dashboard diantaranya menyediakan rekapitulasi DTKS, data program seperti PKH, 
Program Sembako/BPNT, PBI, Lansia, Disabilitas serta data lainnya sesuai kebutuhan. 
Contoh tampilan Dashboard Pusdatin ditampilkan pada gambar berikut:

Gambar 3.13 Pemanfaatan Usul Sanggah Aplikasi Cek Bansos
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6.  Progres Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan  

Gambar 3.14 Contoh Dashboard DTKS

Tabel 3.6 Progres Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Seluruh hasil pemeriksaan Pada tahun 2022 terdapat beberapa rekomendasi hasil pemerik-
saan baik oleh APIP maupun BPK yang masih dalam proses penyelesaian tindak lanjut. 
Adapun progres sampai dengan 31 Desember 2022 disajikan pada tabel berikut:

Telah Sesuai Rekomendasi
(Penilaian BPK Sem I 2022)

Dalam Proses Tindak Lanjut 
(Belum ada hasil penilaian 

BPK Semester II 2022)

Total Telah 
Ditindaklanjuti

1 LK Tahun 2021 1 2 1 1 2

2 LK Tahun 2020 0 0 0 0 0

3 LK Tahun 2018 3 6 1 5 6

4 LK Tahun 2017 1 2 1 1 2

5 LK Tahun 2016 2 6 6 0 6

6 LK Tahun 2015 14 20 13 7 20

7 PDTT 2018 1 2 1 1 2

8 PDTT 2016 3 4 3 1 4

9 PDTT 2019 2 3 3 0 3

10 PDTT 2020 15 23 3 20 23

11 PDTT 2021 5 7 0 7 7

12 Kinerja DTKS 2019 8 17 5 12 17

13 Kinerja DTKS 2021 13 42 0 42 42

TOTAL 68 134 37 97 134

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut

No. Objek Pemeriksaan Temuan 
Pemeriksaan Rekomendasi
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3.4.  Analisis E�siensi
Analisis e�siensi dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja dengan realisasi 
anggaran. Capaian kinerja dapat dikatakan e�sien jika capaian kinerja lebih tinggi 
dibandingkan realisasi anggaran. E�siensi kinerja Pusdatin Kesos disajikan pada tabel 
berikut:
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja lebih tinggi dari pada 
realisasi anggaran sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan anggaran di Pusdatin 
Kesos sudah e�sien. E�siensi atas pelaksanaan anggaran juga dapat dilihat melalui 
komponen e�siensi pada capaian nilai kinerja anggaran dari aplikasi SMART yaitu 
e�siensi atas rincian output sebesar 14,77 artinya e�siensi pelaksanaan anggaran sebe-
sar 73,85% (nilai e�siensi dikali 5), menunjukkan capaian rincian output dicapai dengan 
anggaran yang e�sien.

E�siensi tersebut antara lain didukung oleh:
- Penyederhanaan layanan DTKS melalui pengembangan SIKS NG
- Promosi DTKS dan pengembangan SIKS NG melalui media elektronik dan akun  
 media sosial resmi Pusdatin Kesos dan Kementerian Sosial
- Penggunaan balai/sentra Kementerian Sosial dalam kegiatan Pusdatin Kesos
- Pelaksanaan kegiatan secara daring.

Sasaran Kegiatan Capaian Kinerja
Realisasi 
Anggaran

Meningkatnya Kualitas dan Layanan DTKS 118,83% 93,99%

Terwujudnya tata kelola yang baik pada Pusat 
Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial 100,97% 56,92%
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Pada tahun 2022 terdapat revisi DIPA dan RKAKL yang merupakan pergeseran dan 
penambahan blokir anggaran dengan rincian dokumen revisi sebagai berikut:

1. Evaluasi Anggaran 

Tabel 3.7 Revisi DIPA Tahun 2022

Revisi ke- Nomor DIPA Tanggal Revisi Nilai DIPA Nila Blokir

DIPA Awal SP DIPA-
027.01.1.418939/2022

17/11/2021 91.989.427.000 68.607.922.000

DIPA Revisi ke - 01 SP DIPA-
027.01.1.418939/2022

20/12/2021 91.989.427.000 69.691.331.000

DIPA Revisi ke - 02 SP DIPA-
027.01.1.418939/2022

16/02/2022 91.989.427.000 22.211.962.000

DIPA Revisi ke - 03 SP DIPA-
027.01.1.418939/2022

11/04/2022 91.989.427.000 22.211.962.000

DIPA Revisi ke - 04 SP DIPA-
027.01.1.418939/2022

11/04/2022 91.989.427.000 22.211.962.000

DIPA Revisi ke - 06 SP DIPA-
027.01.1.418939/2022

17/05/2022 91.989.427.000 22.211.962.000

DIPA Revisi ke - 07 SP DIPA-
027.01.1.418939/2022

25/06/2022 91.989.427.000 27.196.441.000

DIPA Revisi ke - 08 SP DIPA-
027.01.1.418939/2022

28/07/2022 91.989.427.000 34.119.991.000

DIPA Revisi ke - 09 SP DIPA-
027.01.1.418939/2022

11/09/2022 91.989.427.000 27.196.441.000

DIPA Revisi ke - 10 SP DIPA-
027.01.1.418939/2022

19/10/2022 91.989.427.000 30.196.441.000

DIPA Revisi ke - 11 SP DIPA-
027.01.1.418939/2022

04/11/2022 91.989.427.000 33.696.441.000

DIPA Revisi ke - 12 SP DIPA-
027.01.1.418939/2022

30/11/2022 91.989.427.000 33.696.441.000

DIPA Revisi ke - 13 SP DIPA-
027.01.1.418939/2022

30/11/2022 86.916.301.000 28.623.315.000

DIPA Revisi ke - 14 SP DIPA-
027.01.1.418939/2022

30/11/2022 58.292.986.000 0

DIPA Revisi ke - 15 SP DIPA-
027.01.1.418939/2022

28/12/2022 58.292.986.000 0

DIPA Revisi ke - 05 SP DIPA-
027.01.1.418939/2022

- 91.989.427.000 22.211.962.000

Revisi DIPA dikarenakan beberapa hal sesuai Tabel 3.8. yaitu:

3.5.  Evaluasi Internal
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DIPA REVISI KE-

DIPA Revisi ke - 01

URAIAN KETERANGAN

Pada DIPA Awal Tahun 2022. Pusdatin Kesos memiliki blokir reguler senilai 
Rp68.607.922.000. Telah terbit DIPA Revisi ke-01 pada tanggal 20 Desember 2021 
adanya perubahan di halaman IV DIPA yaitu status blokir reguler berubah 
menjadi blokir Automatic Adjustment (AA) senilai Rp69.691.331.000.

DIPA Revisi ke - 02

Terdapat revisi anggaran buka blokir dan Automatic Adjustment (AA) anggaran 
TA 2022. Revisi ke -02 berisikan tentang revisi buka blokir pada Jaringan Komuni-
kasi Data Pusat. Balai. Sentra. Wisma dan Sekretariat PKH. domain kemsos. Secure 
Socket Layar (SSL). Nitro PDF dan honor penghapusan BMN senilai Rp 
46.395.960.000. sehingga blokir Pusdatin Kesos berkurang menjadi senilai 
Rp23.295.371.000. dengan rincian: 
1. blokir Automatic Adjustment senilai Rp1.083.409.000; dan 
2. blokir reguler senilai Rp22.211.962.000.

DIPA Revisi ke - 03
Revisi pergeseran anggaran Automatic Adjustment (AA) TA 2022 pada satuan 
kerja Pusdatin Kesos senilai Rp22.211.962.000.

DIPA Revisi ke - 04
Revisi anggaran dengan tema revisi administrasi perubahan halaman III DIPA ke 
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.

DIPA Revisi ke - 05
Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan mengubah arsip 
data komputer RKA-K/L pada satuan kerja Pusdatin Kesos Sosial ke Kantor 
Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.

DIPA Revisi ke - 06
Revisi anggaran dengan tema revisi administrasi perubahan halaman III DIPA ke 
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.

DIPA Revisi ke - 07

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-458/M-
K.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 terdapat Penambahan Automatic Adjustment 
Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022. Pusdatin Kesos yang sebelumnya 
memiliki blokir sejumlah Rp22.211.962.000 (yang terdiri dari blokir reguler dan 
blokir AA) berubah seluruhnya menjadi blokir Automatic Adjustment (AA) senilai 
Rp27.196.441.000. dalam Rangka Kebijakan Antisipatif APBN untuk Menjaga 
Momentum Pertumbuhan Ekonomi. Daya Beli Masyarakat. dan Kesehatan APBN. 
Seluruh blokir pada Revisi ke-08 memiliki status Automatic Adjustment.

DIPA Revisi ke - 08

Anggaran Pemeliharaan NOC senilai Rp6.923.550.000 pada DIPA Revisi Ke-07. 
terblokir dengan status Automatic Adjustment (AA) yang sebelumnya merupa-
kan blokir reguler dengan keterangan memerlukan Clearence dari Kementerian 
Menpan RB dan Kominfo. Pada revisi DIPA ke-07. Pusdatin Kesos memiliki blokir 
Automatic Adjustment senilai Rp27.196.441.000. Pusdatin Kesos mengusulkan 
revisi pergeseran anggaran pada blokir Automatic Adjustment (AA) TA 2022. 
dikarenakan anggaran Pemeliharaan NOC akan digunakan dan sedang menung-
gu hasil clearance dari Kementerian Menpan RB dan Kominfo. Oleh karena itu. 
pergeseran anggaran Automatic Adjustment dilakukan untuk menggantikan 
anggaran Pemeliharaan NOC. sehingga total blokir pada DIPA Revisi ke-08 
bertambah menjadi senilai Rp 34.119.991.000. 

DIPA Revisi ke - 09

Terdapatnya penyesuaian RKA-KL Kementerian Sosial sesuai SOTK baru dan 
blokir anggaran pada DIPA Pusdatin Kesos. serta surat Deputi Bidang Kelem-
bagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor B/843/KT.03/2022 tanggal 19 Agustus 2022 perihal 
Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2022 di Lingkup 
Kementerian Sosial. dilakukan revisi buka blokir dan perubahan target Rincian 
Output (RO) anggaran TA 2022.

1. Perubahan target ...

Tabel 3.8 Kronologi Revisi DIPA Tahun 2022
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DIPA REVISI KE-

DIPA Revisi ke - 10

URAIAN KETERANGAN

Revisi anggaran yang dilakukan berupa pengalihan nilai blokir anggaran 
Automatic Adjustment pada DIPA Biro Hubungan Masyarakat ke DIPA Pusdatin 
Kesos senilai Rp3.000.000.000 dengan anggaran pagu tetap. sehingga blokir 
anggaran Pusdatin Kesos senilai Rp30.196.441.000.

DIPA Revisi ke - 11

Revisi anggaran dilakukan dikarenakan optimalisasi anggaran dari potensi sisa 
lebih penggunaan anggaran (SILPA) senilai Rp3.500.000.000. Oleh karena itu 
dilakukan pengalihan blokir automatic adjustment dari DIPA Ditjen Perlindun-
gan dan Jaminan Sosial ke DIPA Pusdatin Kesos. Blokir Pusdatin Kesos bertam-
bah. menjadi senilai Rp33.696.441.000.

DIPA Revisi ke - 12
Revisi anggaran dengan tema revisi administrasi perubahan halaman III DIPA ke 
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.

DIPA Revisi ke - 13

Revisi realokasi anggaran Pusdatin Kesos ke Bagian Anggaran Bendahara Umum 
Negara (BA BUN) senilai Rp5.073.126.000. Blokir Automatic Adjustment (AA) 
yang semula Rp33.696.442.000 menjadi Rp28.623.315.000. Pagu anggaran 
Pusdatin Kesos yang semula Rp91.989.427.000 menjadi Rp86.916.301.000.

DIPA Revisi ke - 14

Revisi Buka Blokir Anggaran dan realokasi anggaran tindak lanjut dari surat 
Menteri Keuangan Nomor: S-527/MK.2/2022 tanggal 2 Desember 2022 perihal 
Tindak Lanjut Permohonan Pembukaan Blokir Pencadangan Anggaran Automat-
ic Adjustment pada Kementerian Sosial. dengan rincian:

Pembukaan blokir anggaran (Automatic Adjustment) Pusdatin Kesos senilai 
Rp28.623.315.000.

Realokasi anggaran ke Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan 
Sosial senilai Rp28.623.315.000.

Berkurangnya pagu anggaran Pusdatin Kesos menjadi senilai Rp 
58.292.986.000.

Perubahan target Rincian Output (RO) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 
(DTKS) yang sebelumnya 219.900.000 orang berubah menjadi 146.500.000 
orang. dikarenakan fokus pengelolaan DTKS Kementerian Sosial lebih 
kepada peningkatan kualitas DTKS dengan mengintegrasikan DTKS 
dengan data kependudukan dan meningkatkan ketepatan sasaran dari 
data penerima program melalui usulan layak/ketidaklayakan data peneri-
ma program melalui pemerintah daerah.

Perubahan target Rincian Output (RO) Jaringan Komunikasi yang semula 
130 titik/lokasi berubah menjadi 119 titik/lokasi. dikarenakan adanya 
Sekretariat PKH yang semula terpisah dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota 
menjadi bergabung atau menyatu dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota. 
oleh karena itu jaringan komunikasi data Sekretariat PKH tersebut menjadi 
tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Serta terdapat perubahan 
SOTK Kementerian Sosial sehingga titik/lokasi menjadi berkurang.

Pembukaan blokir pada Pemeliharaan NOC yang membutuhkan hasil 
clearance dari Kementerian Menpan RB dan Kominfo senilai 
Rp6.923.550.000. sehingga jumlah blokir Pusdatin menjadi senilai 
Rp27.196.441.000.

1.

2.

1.

2.

3.

3.

DIPA Revisi ke - 15
Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan mengubah arsip 
data komputer RKA-K/L pada satuan kerja Pusdatin Kesos Sosial ke Kantor 
Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.



Dalam rangka peningkatan pelayanan publik Pusdatin Kesos melakukan survei kepua-
san kepada pengguna layanan Pusdatin Kesos dengan mengacu pada Peraturan 
Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan 
Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.  

Berdasarkan hasil survey yang disajikan pada Tabel 3.1 dapat dijelaskan bahwa rata-rata 
nilai seluruh unsur dari ketiga jenis layanan yang dilakukan oleh Pusdatin Kesos diperoleh 
poin nilai 3,22 atau setara 80,38 sehingga Mutu Pelayanan Pusdatin Kesos masuk dalam 
kategori B dengan kinerja Baik. Informasi lebih rinci terkait survey kepuasan layanan Pusda-
tin Kesos disajikan pada Laporan Kepuasan Layanan Pusdatin Kesos Tahun 2022.

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas dan mutu layanan Pusdatin Kesos serta 
meningkatkan standard keamanan proses bisnis Pusdatin Kesos berencana melakukan 
serti�kasi ISO 9001:2015 dan upgrade Serti�kasi ISO 27001: 2022
Koordinasi dan persiapan pelaksanaan serti�kasi telah dilaksanakan sejak akhir tahun 2022 
dan mulai dilakukan penguatan SDM Pusdatin Kesos sejak Januari 2022.

2. Survey Kepuasan Layanan Pusdatin Kesos 

Tabel 3.9 Nilai Hasil Survey Kepuasan Layanan Pusdatin Kesos

3.

Evaluasi Pemanfaatan Jaringan Komunikasi

Evaluasi pemanfaatan sewa jaringan komunikasi dilakukan berdasarkan data pemanfaatan 
sewa jaringan komunikasi dari 4 (empat) penyedia jasa yaitu Hypernet. Comtronik. Telkom. 
dan Milenetwork. Analisis dilakukan pada rentang akhir Oktober – awal November 2022. 
Data merupakan kecepatan bandwith atas penggunaan jaringan di 119 lokasi selama 
bulan-bulan tertentu dengan selang waktu Februari sampai dengan Oktober 2022. Hal ini 
dilakukan karena data penggunaan pada bulan Januari cenderung 0 atau belum dilakukan 
pemanfaatan. Hasil evaluasi dapat menjadi bahan e�siensi kuota bandwith di beberapa 
lokasi pada Desember 2022 dan koreksi kuota bandwith di beberapa lokasi yang akan 
dilaksanakan mulai Januari 2023. Laporan lebih rinci atas pelaksanaan evaluasi dapat dilihat 
pada Laporan Hasil Evaluasi Pemanfaatan Jaringan Komunikasi.

4.
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Bab 4
Penutup

Bimtek SIKS-NG 
bagi Pengisi Data 

Dinas Sosial 
Kabupaten/Kota



Bab 4
Penutup

Laporan Kinerja Pusdatin Kesos Tahun 2022 
telah disusun dengan berpedoman pada 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik 
Indonesia No 53 Tahun 2014 Tentang Petun-
juk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan 
Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 
Kinerja Instansi Pemerintah. 

Sesuai dengan informasi dan deskripsi yang 
telah disampaikan pada bab-bab sebelumn-
ya dapat disampaikan bahwa seluruh 
indikator kinerja utama telah dicapai 
dengan baik. Selain itu juga diinformasikan 
capaian atas kinerja yang menjadi penu-
gasan kepada Pusdatin Kesos.

Laporan Kinerja Tahun 2022 ini diharapkan 

dapat memberikan informasi yang mema-
dai atas kinerja yang telah dan seharusnya 
dicapai oleh Pusdatin Kesos pada tahun 
2022 dan sebagai bentuk akuntabilitas 
dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang 
dipercayakan kepada Pusdatin Kesos atas 
penggunaan anggaran tahun 2022. 

Demikian laporan kinerja ini disusun 
dengan harapan dapat digunakan sebagai 
alat evaluasi yang terukur, jelas, dan trans-
paran mengenai kinerja organisasi Pusda-
tin Kesos secara keseluruhan serta sebagai 
bahan pengambilan kebijakan dalam 
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan 
yang lebih baik di waktu yang akan 
datang.
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Bab 5
Lampiran

Pengambilan Foto Rumah 
KPM  menggunakan 
aplikasi SIKS-Mobile



Bab 5
Lampiran

Perjanjian Kinerja
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Persentase Ketepatan Sasaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)  

Target 98% - Capaian 99,37%  

 

1. Ketepatan Sasaran Program PKH 

 

2. Ketepatan Sasaran Program Sembako 

 

3. Ketepatan Sasaran PBI 

 

No
Program 

Perlindsos
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 PKH 97,13% 97,80% 98,87% 98,90%
2 Sembako 99,12% 99,35% 99,17% 99,44%
3 PBI 99,41% 99,54% 99,64% 99,77%

98,55% 98,89% 99,23% 99,37%
Ketepatan Sasaran DTKS 

Tahun 2022

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

10.000.000      9.713.356         9.713.356         9.949.870         

(-) Meninggal -                         33.645              27.475              25.100              
(-) Tidak Layak 286.644            214.125            109.970            109.692            
(+) Penambahan -                         247.770            373.959            

Jumlah PM untuk TW berikutnya 9.713.356         9.713.356         9.949.870         9.815.078         

2,87% 2,20% 1,13% 1,10%

97,13% 97,80% 98,87% 98,90%

% Ke�daklayakan SK/DTKS (minus 
meninggal)
% Ketepatan Data
= Persentase DTKS yang masih dipakai 
(�dak dikoreksi) di bulan berikutnya.

Program PKH
TAHUN 2022

Jumlah Penerima Manfaat

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

18.800.000 18.800.000 18.800.000 18.800.000 18.800.000 18.800.000 18.800.000 18.800.000 18.800.000 18.791.067 18.791.067 18.791.067 

(-) Meninggal -                    -                    -                    6.492           6.492           7.704           20.569         1.212           5.935           -                    -                    26.569         

(-) Tidak Layak 165.147       165.147       165.147       116.188       116.188       135.608       111.644       37.525         317.866       -                    -                    105.569       

(+) Penambahan 165.147       165.147       165.147       122.680       122.680       143.312       132.213       38.737         314.868       -                    -                    -                    

Jumlah PM untuk Bulan berikutnya 18.800.000 18.800.000 18.800.000 18.800.000 18.800.000 18.800.000 18.800.000 18.800.000 18.791.067 18.791.067 18.791.067 18.658.929 

0,88% 0,88% 0,88% 0,62% 0,62% 0,72% 0,59% 0,20% 1,69% 0,00% 0,00% 0,56%

99,17% 99,44%

TAHUN 2022

Jumlah Penerima Manfaat

% Ke�daklayakan SK/DTKS (minus 
meninggal)
% Ketepatan Data 
= Persentase DTKS yang masih dipakai (�dak 
dikoreksi) di periode berikutnya.

99,12% 99,35%

Program Sembako

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

85.303.878 86.990.620 88.461.326 90.369.291 91.606.085 92.652.167 94.715.593 95.541.125 96.322.794 96.584.760 96.698.744 96.698.744 

(-) Meninggal 136.378       32.898         50.645         31.675         67.327         29.912         50.691         27.121         15.933         18.288         -                    65.350         

(-) Tidak Layak 631.816       151.639       765.061       575.253       306.442       374.880       284.005       209.560       550.712       222.354       -                    226.176       

(+) Penambahan 2.454.936   1.655.243   2.723.671   1.843.722   1.419.851   2.468.218   1.160.228   1.018.350   828.611       354.626       -                    287.837       

Jumlah PM untuk Bulan berikutnya 86.990.620 88.461.326 90.369.291 91.606.085 92.652.167 94.715.593 95.541.125 96.322.794 96.584.760 96.698.744 96.698.744 96.695.055 

0,74% 0,17% 0,86% 0,64% 0,33% 0,40% 0,30% 0,22% 0,57% 0,23% 0,23%
% Ke�daklayakan SK/DTKS (minus 
meninggal)

% Ketepatan Data 
= Persentase DTKS yang masih dipakai (�dak 
dikoreksi) di periode berikutnya.

99,41% 99,54% 99,64% 99,77%

Program PBI
TAHUN 2022

Jumlah Penerima Manfaat
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JUMLAH BAST KABUPATEN/KOTA
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FREKUENSI PEMADANAN DTKS
DINAS SOSIAL KABUPATEN/KOTA
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No Indikator Pengukuran Keak�fan Jumlah 
Kab/Kota

% Kab/Kota

1
Melakukan minimal 1 
penidaklayakan dan 1 usulan bansos 464 90,27%

2 Melakukan penidaklayakan saja 13
3 Melakukan usulan bansos saja 33
4 Tidak melakukan keduanya 4
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Sanggahan yang dilakukan mas-
yarakat terhadap penerima 

bansos yang tidak layak meneri-
ma bansos menggunakan 

aplikasi Cek Bansos 






